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Penelitian ini bertujuan untuk mengetauhi penjelasan mengenai pelaksanaan 
prinsip iktikad baik pada perjanjian Asuransi Kesehatan serta untuk mengetaui 
penyelesaian hukum apabila tertanggung tidak melaksanakan prinsip iktikad baik 
pada perjanjian Asuransi Kesehatan.Penelitian menggunakan metode pendekatan 
normatif empiris.Sumber data dari data primer berumber dari wawancara dan 
tambahan berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta data sekunder 
berupa data yang diperoleh dari kepustakaan.Metode pengumpulan data dengan 
Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan.Kemudian dianalisis dengan 
menggunakan metode analisis kualitatif.Hasil Penelitian menunjukan bahwa 
dalam pelaksanaan prinsip iktikad baik pada perjanjian Asuransi BringinLife dan 
Prudential telah sesuai dengan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum 
Dagang.penyelesaian hukum apabila tertanggung tidak melaksanakan prinsip 
iktikad baik pada perjanjian Asuransi Kesehatan perjanjian batal dan premi tidak 
terbayar. 
 




This study aims to find an explanation of the implementation of the principle of 
good faith on the agreement as well as the Health Insurance for mengetaui legal 
settlement if the insured does not implement the principle of good faith on a treaty 
Health Insurance. The study uses empirical methods normative approach. The 
data source of primary data from interviews and additional berumber the form of 
legislation and regulations, and secondary data obtained from the literature. Data 
were collected by literature study and field study. And then analyzed using 
qualitative analysis methods. Research shows that in the implementation of the 
principle of good faith on the agreement BringinLife and Prudential Insurance in 
accordance with Article 251 Book of Law Commercial Law. legal settlement if the 
insured does not implement the principle of good faith on a treaty agreement null 
and Health Insurance premiums are not paid. 
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1. PENDAHULUAN 
Keadaan yang tidak kekal merupakan sifat alamiah yang 
mengakibatkan adanya suatu keadaan yang tidak dapat di ramalkan lebih 
dahulu secara tepat, sehingga dengan demikian keadaan termaksud tidak akan 
2 
pernah memberikan rasa pasti. Karena tidak adanya suatu kepastian, tentu saja 
akhirnya sampai pada suatu keadaan yang tidak pasti pula.Keadaan yang tidak 
pasti tersebut, dapat berwujud dalam berbagai bentuk dan peristiwa, yang 
biasanya selalu dihindari.Keadaan tidak pasti terhadap setiap kemungkinan 
yang dapat terjadi baik dalam bentuk atau peristiwa yang belum tertentu 
menimbulkan rasa tidak aman yang lazim di sebut sebagai risiko.
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Asuransi atau pertanggungan dalam perngertian hukum mengandung 
arti yang pasti ialah sebagai suatu jenis perjanjian.Meskipun demikian 
perjanjian asuransi itu mempunyai tujuan yang spesifik dan pasti ialah yang 




Perjanjian asuransi diatur dalam 2 kodifikasi, baik dalam Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) maupun dalam Kitab Undang-
undang Hukum Dagang (KUHD).Setiap perjanjian harus dilandasi oleh 
iktikad baik para pihak yang mengadakan perjanjian  tersebut, seperti yang 
diatur dalam pasal 251 KUHD, bahwa pihaknya mempunyai kewajiban untuk 
memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya dan 
selengkap-lengkapnya mengenai keadaan objek yang diasuransikan. 
Seharusnya prinsip ini diberlakukan juga kepada penanggung, tetapi ketentuan 
Pasal 251 KUHD menekankan pada tertanggung saja, sehingga mensyaratkan 
tertanggung harus mempunyai kepentingan untuk dapat mengadakan 
perjanjian asuransi dan pada penanggung tidak diwajibkan memberikan ganti 




Salah satu bentuk pelanggaran terhadap Prinsip Iktikad baik adalah 
menyembunyikan fakta tentang kesehatan diri tertanggung dengan cara 
menyampaikan informasi secara tidak jujur, pelanggaran tersebut dapat 
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menyebabkan persoalan hukum dikemudian hari terhadap pelaksanaan 
perjanjian.Dalam hal permasalahan ini, maka penulis bermaksud untuk 
mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “Prinsip Iktikad 
Baik dalam Perjanjian Asuransi Kesehatan”. 
Berikut rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis adalah 
Pertama, bagaimana pelaksanaan prinsip iktikad baik pada perjanjian 
Asuransi Kesehatan? Kedua, bagaimana penyelesaian hukum apabila 
tertanggung tidak melaksanakan prinsip iktikad baik pada perjanjian Asuransi 
Kesehatan? 
Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetaui penjelasan mengenai 
pelaksanaan prinsip iktikad baik pada perjanjian Asuransi Kesehatan serta 
untuk mengetaui penyelesaian hukum apabila tertanggung tidak melaksanakan 
prinsip iktikad baik pada perjanjian Asuransi Kesehatan, manfaat dari 
penelitian ini Dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang 
hukum perdata dan memberikan sumbangan referensi bagi pengembangan 
ilmu hukum yaitu hukum perdata. 
 
2. METODE PENELITIAN  
 Penelitian ini menggunakan normatif empiris yaitu mengenai 
implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada 
setiap peristiwa hukum tertentu dalam suatu masyarakat.
4
Jenis penelitian yang 
di gunakan ini adalah penelitian deskriptif.Yang bermaksud menggambarkan 
fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini, dengan bersumber 
data primer dan data sekunder.Teknik pengumpulan data menggunakan 
metode studi kepustakaan dan Studi Lapangan.Metode analisa data dalam 
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Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif, diakses dari 




3.1 Pelaksanaan Prinsip Iktikad Baik Pada Perjanjian Asuransi 
Kesehatan 
Asuransi  Kesehatan ialah Asuransi yang memberikan santunan kesehatan 
kepada seseorang (tertanggung) berupa sejumlah uang untuk biaya pengobatan 
dan perawatan, bila diluar kehendak ia diserang penyakit. Dimana tertanggung 
membayar premi kepada penanggung secara berkala seumur hidup atau 
selama jangka waktu tertantu sebagaimana ditutup asuransinya.
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Pelaksanaan Prinsip Iktikad baik pada Asuransi Kesehatan BringinLife 
dan Prudential tidak jauh berbeda, yang dimulai dengan Penjelasan dari Agen 
atau Penanggung seperti: (1) Menjelaskan risiko yang dijamin penanggung 
dan pengecualiannya, (2) Memberitaukan besarnya premi sesuai dengan 
peraturan, (3) Memberikan penjelasan tentang prosedur klaim, (4) Infomasi 
lain yang diperlukan oleh calon tertanggung. 
Kemudian, setelah adanya penjelasan dari Agen Asuransi tersebut, calon 
tertanggung yang ingin mengajukan asuransi mengisi identitasnya pada 
lembar formulir yang diberikan oleh agen asuransi. Setelah dokumen 
terlengkapi, kemudian adanya seleksi resiko, karena penanggung sebelum 
menerima pengalihan resiko dari tertanggung akan melakukan proses seleksi 
terhadap permintaan asuransi yang diajukan oleh calon tertanggung. Yang 
dimana dalam asuransi disebut dengan “underwriting” yaitu proses 
pengklasifikasian calon tertanggung untuk menentukan apakah selanjutnya 
calon tertanggung dapat diterima atau ditolak permintaan asuransinya.
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Karena 
tidak setiap calon tertanggung yang mengajukan permintaan asuransi dapat 
diterima oleh penanggung, dan tidak setiap calon tertanggung memenuhi 
syarat untuk diterima sebagai tertanggung dalam perjanjian asuransi. 
Setelah proses “underwriting”, yang dimana proses ini berlangsung kira-
kira selama 14 hingga 30 hari, kemudian terbitlah Polis Asuransi, yang 
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dimana pengertian dari Polis itu sendiri ialah perjanjian asuransi antara 
penanggung dengan pemegang polis serta dokumen lain yang merupakan satu 
kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi tersebut. Isi dalam 
polis asuransi BringinLife dan Prudential tidak jauh berbeda, dalam Asuransi 
BringinLife dokumen polis mencakup; Ringkasan Polis, Ketentuan Polis, 
fotokopi surat permintaan asuransi jiwa serta fotokopi Formulir.  
Sementara itu dalam Asuransi Prudential mencakup; Ringkasan Polis, 
SPAJ yang telah disetujui, table-tabel, rumus-rumus perhitungan, Ketentuan 
umum Polis, dan Ketentuan khusus Polis. 
Munculnya polis asuransi ini sehingga mulai berlaku perjanjian asuransi 
yang mempunyai hak-hak dan kewajiban yang tercantum didalamnya, dan 
pula fungsi polis ialah sebagai alat bukti. 
Namun Polis bukan merupakan satu-satunya yang menjadi alat bukti. 
Sebagaimana dalam Pasal 258 KUHD menyatakan bahwa : 
“untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian tersebut, diperlukan 
pembuktian dengan tulisan; namun demikian bolehlah lai-lain alat 
pembuktian dipergunakan juga, makala sudah ada suatu permulaan 
pembuktiaan dengan tulisan” 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa polis bukanlah syarat mutlak 
dalam perjanjian asuransi, tetapi fungsi polis tetap penting, sebab didalamnya 
memuat isi lengkap dari perjanjian yang diadakan termasuk mnegenai hak 
dan kewajiban tertanggung dan penanggung.
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Apabila tertanggung meminta biaya klaim, yang dimana pengertian dari 
klaim itu sendiri ialah permintaan atas tuntutan pembayaran manfaat sesuai 
dengan ketentuan yang diatur dalam polis asuransi.
8
Klaim dari asuransi 
Bringinlife hanya memakai sistem Reimbursement namun dalam asuransi 
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Prudential dapat menggunakan Sistem Klaim Penjaminan (Kartu) dan 
Reimbursement.  
Pada masing-masing sistem tersebut adanya kelebihan dan kelemahan, 
dalam menggunakan sistem Reimbursement, memudahkan tertanggung 
karena dapat berobat dimana saja, mendapatkan layanan kesehatan yang 
sesuai tanpa harus dibatasi.Namun sistem Reimbursement ini sering terjadi 
pemalsuan identitas, karena adanya iktikad buruk dari pemegang polis demi 
mendapatkan penggantian uang asuransi, dan terkadang pengajuan klaim 
yang berbelit-belit.Untuk sistem Klaim Penjaminan, memudahkan 
tertanggung, karena tertanggung tidak harus mengeluarkan biaya dalam 
pengobatan namun tertanggung harus dirawat di Rumah Sakit yang telah 
berkerjasama dengan Pihak Asuransi. 
Kemudian dalam penutupan Polis, dalam asuransi Bringinlife maupun 
Prudential mempunyai syarat yang sama yaitu menyerahkan Buku Polis, hal 
ini dilakukan karena menghindari penyalahgunaan dari buku Polis itu sendiri 
mengingat Polis ialah salah satu alat bukti dan menandakan bahwa telah 
berakhir masa perjanjian antara penanggung dan tertanggung.Semua proses 
yang dijelaskan diatas dari pengisian identitas, pembayaran premi, 
permintaan klaim hingga penutupan polis semua terkait pada pelaksanaan 
prinsip iktikad baik. 
Iktikad baik tersebut adanya dua macam, iktikad baik dalam fase 
prakontrak disebut juga sebagai iktikad baik subjektif.Kemudian iktikad baik 
dalam fase pelaksanaan kontrak disebut iktikad baik objektif.
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Iktikad baik prakontrak, merupakan kewajiban untuk memberitahukan 
atau menjelaskan dan meneliti fakta material bagi para pihak yang berkaitan 
dengan pokok yang dinegosiasikan itu, sehubungan dengan hal ini putusan-
putusan Hoge Raad menyatakan bahwa para pihak yang bernegosiasi masing-
masing memiliki kewajiban iktikad baik, yakni kewajiban untuk meneliti dan 
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kewajiban untuk memberitaukan atau menjelaskan.
10
Pada Asuransi 
BringinLife dan Asuransi Prudential sebelum melakukan perjanjian adanya 
negosiasi dimana penanggung mempunyai kewajiban sendiri untuk 
menjelaskan kepada tertanggung, dan pula tertanggung yang meneliti 
keterangan-keterangan yang diberikan oleh penanggung. 
Kemudian yang dimaksud iktikad baik pelaksanaan kontrak ialah para 
pihak untuk tidak hanya terikat pada apa yang secara tegas mereka 
perjanjikan, tetapi juga kepada kepatutan,kebiasaan, atau hukum yang 
memberikan suatu kewajiban menurut hakikat kontrak mereka. Seperti yang 
terdapat pada Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa kontrak harus 
dilaksanakan dengan iktikad baik, dan kewajibannya pada Pasal 1339 
KUHPerdata yang menyatakan bahwa kontrak tidak hanya mengikat terhadap 
apa yang secara tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga kepada segala 
sesuatu yang menurut sifat kontrak, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan 
atau undang-undang.
11
Demikian halnya dalam perjanjian asuransi, perjanjian 
tersebut mengikat antara penanggung dan pula tertanggung yang didalamnya 
penanggung dan tertanggung mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus 
dilaksanakan sesuai iktikad baik. 
 
3.2 Penyelesaian Hukum Apabila Tertanggung Tidak Melaksanakan 
Prinsip Iktikad Baik Pada Perjanjian Asuransi Kesehatan 
Pelaksanaan prinsip iktikad baik berserta kriteria kriterianya yang telah 
disebutkan sebelumya, maka adanya penyelesaian hukum baik dari asuransi 
BringinLife dan asuransi Prudential itu sendiri apabila tertanggung tidak 
melaksanakan prinsip iktikad baik.  
Dalam Pasal 251 KUHD bahwasanya perjanjian asuransi tersebut menjadi 
batal dengan sendirinya.Penyelesaian Hukum dari Asuransi Kesehatan di 
BringinLife itu sendiri telah tercantum dalam Ketentuan Umum Polis Pasal 9 
yang menerangkan bahwa: (1) Hal yang menyebabkan batalnya polis: (a) 
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Keterangan, pernyataan dan penjelasan yang tercantum dalam Surat 
Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) tidak benar. Asuransi BringinLife 
mempunyai hak untuk membatalkan polis sejak awal asuransi apabila 
ketidakbenaran atas keterangan, pernyataan dan penjelasan tersebut diketaui 
dalam masa 2 (dua) tahun sejak tanggal penerbitan polis. 
 Setelah terlampui masa tersebut diatas, Polis memasuki Incontestable 
Period (Periode dimana Pihak Asuransi BringinLife tidak dapat meninjau 
ulang keabsahan Polis) (b) Keterangan, Pernyataan dan penjelasan yang 
tercantum dalam surat permintaan asuransi jiwa tidak benar dikarenakan 
adanyan unsur penipuan dan/atau pemalsuan, dalam hal ini BringinLife 
mempunyai hak membatalkan pertanggungan setiap saat karena 
ketidakbenaran tersebut dengan mengesampingkan berlakunya ketentuan 
Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata. (2) Hal berikut akan menyebabkan 
berakhirnya Polis : (a) Pembayara premi tidak dilanjutkan setelah melewati 
Masa leluasa Polis (Grace Period) dan polis tidak dapat dipulihkan. (b) 
Pemegang Polis mengajukan pembatalan polis. (c) Tertanggung meninggal 
dunia, (d) Polis tidak diperpanjang saat berakhirnya Masa Asuransi.  
Jadi, didalam Asuransi BringinLife adanya dua macam yang menyebabkan 
batalnya Polis dan Berakhirnya Polis itu sendiri. Perbedaan dari keduanya 
ialah; dalam batalnya polis tidak adanya iktikad baik dari si tertanggung, dan 
perjanjian dianggap tidak ada, sehingga Pihak Asuransi BringinLife tidak 
akan mengembalikan seluruh premi yang telah dibayarkan oleh pemegang 
polis, sedangkan Berakhirnya Polis ialah  masa Asuransi itu sendiri telah 
berakhir/ telah jatuh tempo.  
Penyelesaian Hukum dari Asuransi Prudential tercantum dalam ketentuan 
Polis poin 2.2 yang menjelaskan bahwa : 
“Apabila keterangan,pernyataan atau pemberitauan yang disampaikan 
ternyata keliru atau tidak benar atau ternyata terdapat penyembunyian 
keadaan yang diketaui oleh Tertanggung, meskipun dilakukannya dengan 
iktikad baik, yang sifatnya sedemikian rupa sehingga pertanggungan yang 
bersangkutan dan/atau polis tidak akan diadakan atau tidak akan diadakan 
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dengan syarat-syarat yang sama bila pihak Asuransi mengetaui keadaan 
yang sesungguhnya dari hal itu.” 
Maka apabila adanya kekeliruan, ketidakbenaran atau penyembunyian 
keadaan, maka polis dan seluruh pertangungan berdasarkan polis dengan 
senidirinya batal serta harus dianggap tidak pernah berlaku dan, dalam hal 
demikian, tertanggung harus bertanggung jawab atas segala risiko, kerugian 
dan biaya yang timbul sebagai akibat dari penerbitan polis dan selanjutnya, 
pihak Asuransi tidak berkewajiban membayar apapun selain biaya asuransi 
yang telah diterima dan nilai tunai (yang dihitung berdasarkan Harga unit 
pada tanggal perhitungan terdekat setelah kekeliruan, ketidakbenaran atau 
penyembunyian itu diketaui oleh Pihak Asuransi). 
Ketentuan mengenai penyelesaian hukum apabila tertanggung tidak 
melaksanakan prinsip iktikad baik pada perjanjian asuransi diatur pada 
KUHD Pasal 251 yang bahwasanya apabila tidak adanya prinsip iktikad baik, 
maka perjanjian asuransi tersebut menjadi batal dengan sendirinya. dan dalam 
Pasal 276 KUHD menyatakan: 
“Tiada kerugian atau kerusakan yang disebabkan karena kesalahan si 
tertanggung sendiri harus ditanggung oleh si penanggung.bahkan 
berhaklah si penanggung itu memiliki premi ataupun menuntutnya, 
apabila ia sudah mulai memikul suatu bahaya.” 
Ketentuan ini menjelaskan bahwa penanggung tidak diwajibkan 
memberikan ganti kerugian apabila kerugian tejadi disebabkan perbuatan 
sengaja oleh tertanggung. Dalam ketentuan umum Polis Asuransi BringinLife 
pasal 9 telah dijelaskan bahwa pihak Asuransi BringinLife tidak akan 
mengembalikan seluruh premi yang telah dibayarkan oleh pemegang polis, 
dan pula halnya dalam polis Asuransi Prudential poin 2.2 apabila adanya 
kekeliruan/penyembunyian maka pihak penanggung menganggap pejanjian 
batal, dan tidak menggembalikan biaya asuransi yang telah dibayarkan oleh 
pihak penanggung. 
Dengan demikian, dalam pelaksanaan Asuransi BringinLife maupun 
Prudential mengenai penyelesaian hukum apabila tertanggung tidak 
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melaksanakan iktikad baik telah sesuai pada Pasal 251 dan 276 peraturan 




Pertama, di Asuransi BringinLife dan Asuransi Prudential pelaksanaan 
prinsip iktikad baik ini dimulai dari pengisian identitas, yang dimana 
tertanggung harus mengisi riwayat identitasnya dengan jujur akan keadaannya, 
dan penanggung yang menyampaikan informasi dengan jelas dan lengkap. Hal 
ini termasuk pada iktikad baik prakontrak dimana kewajiban kedua belah 
pihak untuk menyampaikan suatu fakta Sedangkan iktikad baik pada 
pelaksanaan kontrak perjanjian asuransi adanya pembayaran premi, 
permintaan klaim hingga penutupan polis.Semua yang dilakukan harus 
dilandaskan dengan iktikad baik yang berlaku pada kedua belah pihak, tidak 
hanya melihat kepentingan diri sendiri saja, tetapi juga kepentingan pihak 
lainnya. 
Pelaksanaan Prinsip iktikad baik pada Asuransi BringinLife dan Asuransi 
Prudential ini telah sesuai pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPer bahwa kontrak 
harus dilaksanakan dengan iktikad baik yang berlaku dari kedua belah pihak 
dan Pasal 251 KUHD yang dimana masing-masing pihak mempunyai 
kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi yang selengkap-
lengkapnya, pasal ini merupakan iktikad baik pra kontrak yang dimana 
informasi yang disampaikan dapat mempengaruhi keputusan pihak yang lain 
untuk memasuki perjanjian atau tidak dan pula merupakan iktikad baik 
pelaksanaan kontrak yang ditunjukan pada kewajiban untuk menyampaikan 
fakta berlaku sejak perjanjian dibicarakan sampai kontrak asuransi selesai 
dibuat, pada saat perpanjangan kontrak asuransi, pada saat terjadi perubahan 
dalam kontrak asuransi dan mengenai hal-hal yang ada kaitanya dengan 
perubahan-perubahan itu. 
Kedua,Asuransi BringinLife dan Asuransi Prudential yang telah tercantum 
dalam perjanjian Polis.Asuransi BringinLife dan Asuransi Prudential yang 
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telah tercantum dalam perjanjian Polis.Pada Asuransi BringinLife tercantum 
pada ketentuan polis pasal 9 yang menjadikan Polis batal dan premi yang telah 
dibayarkan oleh tertanggung tidak dikembalikan.Dan dalam Asuransi 
Prudential tertera pada ketentuan Polis poin 2.2 yang dimana pihak 
penanggung tidak menggembalikan biaya asuransi dan menganggap perjanjian 
batal. 
Penyelesaian pada Asuransi BringinLife dan Asuransi Prudential ini telah 
sesuai pada norma hukum, yang dimana dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Dagang (KUHD) telah mengatur di Pasal 251 bahwasanya apabila tidak 
adanya prinsip iktikad baik, maka perjanjian asuransi tersebut menjadi batal 
dengan sendirinya, dan dalam Pasal 276 yang juga terkandung prinsip iktikad 
baik mengenai ganti kerugian, yang dimana apabila kerugian disebabkan oleh 
tertanggung maka penanggung tidak diwajibkan untuk memberikan ganti 
kerugian. 
4.2 Saran 
Pertama,untuk penanggungpemberitauan yang sejelas-jelasnya perlu 
dilakukan melalui agen kepada calon tertanggung/pemegang polis, mengenai 
pentingnya penyampaian fakta atau informasi penting yang dilakukan secara 
jujur terutama menyangkut kesehatan calon tertanggung yang diberikan 
kepada penanggung.penjelasan yang dilakukan dikaitkan dengan adanya klaim 
asuransi akibat peristiwa yang dipertanggungkan terjadi, sebelum perjanjian 
asuransi dibuat. 
Kedua,untuk tertanggungdalam penyampaian fakta, sebaiknya pemegang 
polis/tertanggung menyampaikan secara jujur kepada penanggung, yang 
dimana penanggung kemungkinan masih dapat menerima pengalihan risiko 
tertanggung dengan syarat-syarat tertentu.Untuk menghindari kemungkinan 
terjadinya persoalan hukum terkait dengan klaim asuransi dikemudian hari. 
Persantunan 
Saya mengucapkan terimakasih dan karya ilmiah ini akan saya 
persembahkan kepadaPertama, kedua orang tua saya tercinta atas doa, dan 
dukungan yang penuh, kakak dan  adikku tersayang atas dukungan, doa dan 
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semangatnya. Kedua, kepada Ibu Inayah, S.H., M.H, selaku dosen 
pembimbing skripsi saya yang selalu memberikan arahan dan selalu sabar 
dalam memberikan bimbingan kepada saya.Ketiga, kepada sahabat-sahabat 
saya atas motivasi dan dukungan selama ini. 
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